
 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT 
 

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT 

 
NOMOR 01 TAHUN 2015 

 

TENTANG 
 

 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KUTAI BARAT, 

 
Menimbang   :  a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-
Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa 
Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan  Anggaran 
Pendapatan dan    Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2014. 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3569); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
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246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4048); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah  dan Bangunan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997  Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 
diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5074); 

5. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - 
Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

9. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan   Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 130 dan 
Tambahan Lembaran Negara 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah  Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 

16. Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

17. Peraturan Pemerintah  Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 



 iv 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

21. Peraturan Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

23. Peraturan Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4576); 

24. Peraturan Pemerintah  Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4577); 

25. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

26. Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4614); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

kepada Masyarakat; 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 
2006 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJM) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 
(Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 03 Seri E) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2006 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kutai Barat  Tahun 2006 – 2011 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 01, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 
141); 

31. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang  Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 nomor 11 seri D ); 

32. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan 
yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 
Nomor 03); 

33. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 
Nomor 04); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 
2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 

Nomor 04); 

35. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat 
Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat 

Tahun 2013 Nomor 31); 

36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai 

Barat Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat 
Tahun 2014 Nomor 2). 

 

 
 



 vi 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI BARAT 

 
dan  

 
BUPATI KUTAI BARAT 

 

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 
 

Pasal  1 

 
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; dan 

d. Catatan atas Laporan Keuangan. 
 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 

daerah/perusahaan daerah. 
 

Pasal 2 

 
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun 

Anggaran 2014 sebagai berikut: 

a. Pendapatan  Rp. 1.788.504.326.148,35 

b. Belanja  Rp. 1.828.208.959.997,45 
      Surplus/defisit    Rp.  (39.704.633.849,10)                                        

c. Pembiayaan 

 - Penerimaan   Rp.    185.486.376.754,41 

 - Pengeluaran  Rp.          500.000.000,00 

 Surplus/defisit        Rp.    184.986.376.754,41 
Pasal  3 

 
Uraian   laporan   realisasi  anggaran   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2      
sebagai   berikut : 

 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp.(304.122.798.741,17) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan  Rp.   2.092.627.124.889,52 

b. Realisasi  Rp.   1.788.504.326.148,35 

  Selisih lebih/(kurang) Rp.     (304.122.798.741,17) 

 

 
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (442.435.730.792,30)  

dengan rincian sebagai berikut : 



 vii 

a. Anggaran Belanja setelah perubahan  Rp.   2.270.644.690.789,75   

b. Realisasi  Rp.   1.828.208.959.997,45 

  Selisih lebih/(kurang) Rp.    (442.435.730.792,30) 

 
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp.138.312.932.051,13 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Surplus/defisit setelah perubahan  Rp.     (178.017.565.900,23)   

b. Realisasi  Rp.     (  39.704.633.849,10)  

  Selisih lebih/(kurang) Rp.       138.312.932.051,13  

 

(4) Selisih  anggaran     dengan   realisasi     penerimaan     pembiayaan       
sejumlah Rp. (2.734.759.791,66) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pnrma pembiayaan stlh prbhan Rp.      188.221.136.546,13   

b. Realisasi  Rp.      185.486.376.754,41  

  Selisih lebih/(kurang) Rp.       (2.734.759.791,66) 

 
(5) Selisih    anggaran    dengan    realisasi    pengeluaran    pembiayaan      

sejumlah Rp. (9.703.570.645,84) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran Pnglran pmbyan stlh perubahan  Rp.       10.203.570.645,84  

b. Realisasi Rp.           500.000.000,00 

  Selisih lebih/(kurang) Rp.        (9.703.570.645,84)  

 

(6) Selisih     anggaran    dengan   realisasi    pembiayaan  neto   (bersih)  sejumlah 
Rp. 6.968.810.854,18 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran Pembiayaan neto stlh perubahan  Rp.     178.017.565.900,23 

b. Realisasi  Rp.     184.986.376.754,41  

  Selisih lebih/(kurang) Rp.        6.968.810.854,18 

 
(7)  Selisih     anggaran    dengan   realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SILPA)  sejumlah Rp. 145.281.742.905,31 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran SILPA  Rp.                           0,00 

b. Realisasi  Rp.    145.281.742.905,31 

  Selisih lebih/(kurang) Rp.    145.281.742.905,31 
 

 
Pasal  4 

 
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 

sebagai berikut : 

a. Jumlah Aset Rp. 6.906.536.409.084,43 

b. Jumlah Kewajiban Rp.    211.672.585.045,84       

c. Jumlah Ekuitas Dana  Rp. 6.694.863.824.038,59 
 

Pasal  5 
 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember    

Tahun 2014 sebagai berikut : 

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2014   Rp.      208.109.828.344,80 

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp.      659.919.094.119,89 
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c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan Rp.   (699.623.727.968,99) 

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.        2.713.395.907,61 

e. Arus kas Bersih dari aktivitas non anggaran Rp.      ( 8.878.325.724,73) 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2014 :              

a.  Saldo Akhir Kas Daerah         Rp.  135.346.959.267,41 

b.  Kas Bendahara Pengeluaran  Rp.         598.076.062,24 

c.  Kas Bendahara BLUD  Rp.    26.093.979.553,93 

d. Kas Bendahara Dana JKN Rp.        201.249.795,00 

               Jumlah                  Rp. 162.240.264.678,58 
 

Pasal 6 
 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d tahun 
anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-
pos laporan keuangan. 

 
Pasal 7 

 
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I  :  Laporan Realisasi Anggaran; 

 Lampiran I.1  : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi; 

Lampiran I.2  : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

Lampiran I.3  : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan 
Kegiatan; 

Lampiran I.4  : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 
negara; 

 Lampiran I.5  : Daftar Piutang Daerah; 

 Lampiran I.6  : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

 Lampiran I.7  : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah; 

 Lampiran I.8  : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset    

lainnya; 

 Lampiran I.9  : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai 
akhir tahun dan dianggarkan dalam tahun anggaran 

berikutnya; 

 Lampiran I.10  : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

 Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 

b. Lampiran II   : Neraca. 

c. Lampiran III   : Laporan Arus Kas. 

d. Lampiran IV   : Catatan Atas Laporan Keuangan. 
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Pasal   8 

 
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri 

dari : 

a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini; 

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. 
 

 
Pasal   9 

 
Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD. 
Pasal 10 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat. 

 
 

 
                                                           

          Ditetapkan di Sendawar        

          Pada tanggal 5 Agustus 2015 
                                                                             

BUPATI KUTAI BARAT, 
 

 
 
 

    ISMAIL THOMAS  
       

 
 

Diundangkan di Sendawar 
pada tanggal 5 Agustus 2015 
     

SEKRETARIS DAERAH KUTAI BARAT, 
 

 
 
 

                 AMINUDDIN 
    NIP. 19580905 198501 1 003 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 01 

No Nama Jabatan Paraf 

1 Henny Octavia, SE, M.Si Kabid. Akuntansi  

2 Sahadi, S.Hut, M.Si Kepala BPKAD  

3 Bastiar, SH, M.Si 
Kasubbag.Hukum & 
Per UU 

 

4 Jannes Hutajulu, SH, M.Si Kabag.  Hukum  

5 Drs. Gabriel Oktavianus, MM Assisten Adm Umum  


